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Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya persoalan pada pelakasanaan  
penerapan peraturan nagari mengenai kewajiban berpakaian menutup aurat di 
nagari adat Situjuh Batur yang masih belum terlakasana dengan seksama. Yang 
mana semenjak di sah kan Peraturan Nagari no 1 tahun 2009 pasal 5 tentang 
kewajiban menutup aurat masih ada yang melanggar dan masih sangat jarang 
ketegasan dan diproses terhadap pelanggaran peraturan nagari tersebut.  Adapun 
rumusan masalah dari penelitian ini adalah: 1) Bagaimana munculnya peraturan 
nagari Situjuh Batur tentang kewajiban menutup aurat di nagari Situjuh Batur. 2) 
Bagaimana penerapan peraturan nagari Situjuh Batur tentang pakaian menutup 
aurat. 3) Bagaimana  tinjauan Fiqih Siyasah  terhadap peraturan nagari Situjuh 
Batur tentang pakaian menutup aurat di Nagari Situjuh Batur. Adapun metode 
penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis, metode pengumpulan data yang 
gunakan melalui observasi yaitu penulis mengadakan pengamatan langsung guna 
mendapatkan data dan mewawancarai pihak-pihak yang berkaitan dengan 
penelitian. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini 6 orang yaitu 2 
orang aparatur nagari, 1 orang tokoh adat, 1 orang tokoh masyarakat, 1 orang 
cendikiawan dan 1 orang masyarakat, penulis menggunakan teknik purposive 
sampling. 
Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dan kemudian dianalisa dapat 
disimpulkan bahwa munculnya peraturan nagari Situjuh Batur tentang kewajiban 
berpakaian menutup aurat dipicu dari makin maraknya pemahaman masyarakat di 
Minangkabau terkhusus Kabupaten Lima Puluh Kota yang tidak mengerti 
pentingnya berpakaian yang sesuai dengan tuntunan Islam,  penerapan peraturan 
nagari Situjuh Batur tentang pakaian menutup aurat masih terdapat masalah 
karena terjadi kendala pada pelaksanaan di lapangan atau kehidupan sehari-hari, 
yaitu masih ada elemen masyarakat yang melupakan adanya peraturan mengenai 
kewajiban berpakaian menutup aurat. Penulis juga melihat masih kurangnya 
ketegasan dari aparatur nagari mengenai pentingnya peraturan nagari No 1 tahun 
2009 yang merupakan pokok dasar dari kasus-kasus sosial yang sering terjadi di 
lingkungan bermasyarakat salah satu nya merupakan dari berpakaian.  
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A. Latar Belakang Masalah 
Pemerintah Daerah mengatur segala kewenangan daerah dari mulai 
Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten atau Kota termasuk Desa sebagai 
lembaga pemerintah terkecil di bawahnya. Hal ini terdapat pada Undang-undang 
Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Jo. Undang-undang 23 Tahun 2014 
yang menyampaikan penerapan otonomi daerah sebagai payung hukum. 
Hal ini merupakan Pemerintah Desa merupakan sub sistem dari sistem 
penyelenggara pemerintahan nasional yang langsung berada dibawah pemerintah 
kabupaten, urusan pemerintah diselenggarakan oleh pemerintah sendiri atau dapat 
melimpahkan sebagai urusan pemerintah kepada perangkat pemerintah atau wakil 




Pada perkembangan masa Reformasi Nasional berlansung pada tahun 1997 
sampai 1998, Pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan baru tentang otonomi 
yaitu Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah. 
Perihal Undang-undang ini memberikan peluang bagi Pemerintah untuk 
mengintervensi Pemerintah terendah termasuk Nagari. 
Nagari merupakan penyebutan nama lain dari desa di Minangkabau, hal ini 
telah ada dalam sejarah dan perkembangannya yang merupakan suatu 
Pemerintahan terendah. Pengakuan Nagari sebagai kesatuan masyarakat hukum 
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adat terdapat pada Pasal 18 B ayat 2 Undang-undang Dasar Negara Republik 
Indonesia tahun 1945 yang berbunyi
2
: “ Negara mengakui dan menghormati 
kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya 
sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip 
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-undang” 
Di Minangkabau, Nagari dapat diumpamakan sebagai sebuah negara kecil 
yang di dalamnya terdapat perlengkapan nagari yang di sebut Pemerintah Nagari. 
Tugasnya adalah mengatur dan mengurus urusan kenagarian termasuk urusan adat 
yang merupakan masalah kental dalam masyarakat Minangkabau.
3
 
Nagari adalah kesatuan Masyarakat Hukum Adat geneologis dan historis, 
memiliki batas-batas dalam wilayah tertentu, memiliki harta kekayaan sendiri, 
berwenang memilih pemimpinnya secara musyawarah serta mengatur dan 
mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi dan sandi adat, 
Adat Basandi Syara’ – Syara’ Basandi Kitabullah atau berdasarkan asal-usul dan 
adat istiadat setempat wilayah Provinsi Sumatera Barat.
4
 
Falsafah adat ini sudah menjadikan keyakinan umum orang-orang di 
Minangkabau adalah hasil dari peraturan antara adat dan agama Islam.
5
 Dalam 
kaitan ini, salah satu bentuk regulasi tersebut ialah peraturan daerah yang 
berdasarkan nilai-nilai keagamaan. Peraturan daerah Sumatera Barat terkhususnya 
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota bernuansa syariah selalu dikaitkan 




  Chairul Anwar, Hukum Adat Indonesia Meninjau Adat Minangkabau, (Jakarta: PT. 
Rhineka Cipta, 1997), h. 24. 
4
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  Mas‟Oed Abidin, Enslikopedai Minangkabau, (Padang: Pusat Pengkajian Islam dan 
Minangkabau), Edisi-1, h.31 
 3 
dengan faktor sosial budaya masyarakat Minangkabau. Salah satu ajaran islam 
sangat kuat dengan kultur masyarakat Minangkabau yaitu tentang Undang-undang 
kewajiban berpakaian muslim dan muslimah dalam hal ini ditetapkan pada 
lembaran Perundang-undangan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2003 
nomor 58. 
Implementasi perda syariah di Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota turut 
memicu kesadaran masyarakat Islam di Minangkabau akan pengalaman 
agamanya. Pada aspek lain, legalitas Islam di tengah ruang publik melalui perda-
perda syariah mengindikasikan Islam dapat lebih ekspresif.
6
 
Berdasarkan kehidupan masyarakat Minangkabau saat ini terkhususnya 
generasi muda Kabupaten Lima Puluh Kota semakin jauh dari nilai-nilai 
keislaman, turunnya moralitas dan akhlak pemuda dan pemudi Kabupaten Lima 
Puluh Kota yang semakin jauh dari nilai-nilai filosofi adat.  
Hal ini menjadi acuan oleh Pemerintah Daerah Nagari Situjuh Batur yang 
memberlakukan peraturan mengenai berpakaian muslim dan muslimah yang 
menutup aurat, hal ini ditetapkan dalam Peraturan Nagari “Bagi setiap elemen 
masyarakat adat Situjuh Batur diwajibkan keluar menggunakan pakaian muslim 
atau muslimah dan menutup aurat (PERNAG Situjuh tahun 2009). Kebijakan 
bernuansa syariah ini untuk membentengi masyarakat desa Situjuh Batur 
Kabupaten Lima Puluh Kota terutama generasi muda agar terhindar dari budaya 
luar yang bisa menjadikan mereka semakin jauh dari nilai-nilai ajaran adat dan 
agama, agar bisa mengembalikan falsafah adat kebudayaan Minagkabau “Adat 
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 4 
basandi syarak, Syarak basandi kitabullah” kepada generasi muda Minangkabau 
trutama generasi muda Situjuh Batur.
7
  
Menurut pandangan Fiqh siyasah perintah memakai pakaian menutup aurat 
bagi kaum muslim dan muslimah  ini bertujuan untuk kemaslahatan umat. Salah 
satunya bagi kaum pria lebih sopan dan bermartabat untuk kaum wanita 
melindingi dari perbuatan perbuatan maksiat, apabila sebuah keputusan pemimpin 
itu banyak mengandung kemashlahatan dibandingkan dengan mudharatnya maka 
perintah tersebut wajib untuk dipatuhi oleh seluruh anggota masyarakat. Dan 
berdasarkan kaidah fiqh siyasah:
8
 
حةتصرف االمام على الرعية منوط بالمصل … 
 
“kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada 
kemaslahatan” 
 
Sehubungan dengan hal diatas menarik perhatian penulis untuk menyusun 
skripsi dengan judul : “Penerapan Peraturan Adat Nagari  Situjuh Batur No 
1/Pernag Situjuah Tahun 2009 Kewajiban Setiap Masyarakat Situjuh Batur Keluar 
Menggunakan Pakaian Muslim Dan Muslimah / Menutup Aurat Prespektif Fiqh 
Siyasah”  
Penulis mentelaah tentang penerapan peraturan adat nagari Situjuh Batur 
berdampak pada peningkatan religiusitas masyarakat Situjuh Batur dalam 
penggunaan pakain muslim dan muslimah yang mempunyai nilai-nilai keagamaan 
bagi semua kalangan masyarakat Situjuh Batur. Dalam hal ini mengupayakan 
peningkatan nilai keagamaan didalam dinamika peraturan nagari. 
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Terdapat empat pokok yang menjadikan dasar landasan subtansi dalam 
peraturan Nagari Situjuh Batur, yaitu: 
1. Menjaga moralitas masyarakat secara umum. 
2. Mengatur tentang model dan tata cara berpakaian sesuai syariat. 
3. Menyangkut keterampilan dalam upaya beragama9 
B. Batasan Masalah 
Adapun batasan masalah ini adalah Seputar Penerapan Peraturan Adat 
Nagari Situjuh Batur No 1/Pernag Sitijuh/2009 Kewajiban Setiap Masyarakat 
Situjuh Batur Keluar Menggunakn Pakaian Muslim Dan Muslimah / Menutup 
Aurat Prespektif Fiqh Siyasah. 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan batasan masalah yang penulis tuliskan diatas, penulis 
berkesimpulan bahwa ada beberapa rumusan yang akan diteliti, yaitu : 
1. Bagaimana latar belakang munculnya Peraturan Adat Nagari Situjuh 
Batur No 1/Pernag Sitijuh/2009 Kewajiban Setiap Masyarakat Situjuh 
Batur Keluar Menggunakn Pakaian Muslim Dan Muslimah / Menutup 
Aurat? 
2. Bagaimana Penerapan Peraturan Adat Nagari Situjuh Batur No 
1/Pernag Sitijuh/2009 Kewajiban Setiap Masyarakat Situjuh Batur 
Keluar Menggunakn Pakaian Muslim Dan Muslimah / Menutup Aurat? 
3. Bagaimana  Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Peraturan Adat Nagari 
Situjuh Batur No 1/Pernag Sitijuh/2009 Kewajiban Setiap Masyarakat 
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 6 
Situjuh Batur Keluar Menggunakn Pakaian Muslim Dan Muslimah / 
Menutup Aurat? 
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  
1. Tujuan Penelitian 
a. Untuk mengetahui bagaimana latar belakang munculnya Peraturan 
Adat Nagari Situjuh Batur No 1/Pernag Sitijuh/2009 Kewajiban Setiap 
Masyarakat Situjuh Batur Keluar Menggunakn Pakaian Muslim Dan 
Muslimah / Menutup Aurat. 
b. Untuk mengetahui bagaimana Peraturan Adat Nagari Situjuh Batur No 
1/Pernag Sitijuh/2009 Kewajiban Setiap Masyarakat Situjuh Batur 
Keluar Menggunakn Pakaian Muslim Dan Muslimah / Menutup Aurat. 
c. Untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Fiqih Siyasah Tentang 
Peraturan Adat Nagari Situjuh Batur No 1/Pernag Sitijuh/2009 
Kewajiban Setiap Masyarakat Situjuh Batur Keluar Menggunakn 
Pakaian Muslim Dan Muslimah / Menutup Aurat. 
2. Kegunaan Penelitian 
a. Untuk memperkaya ilmu pengetahuan tentang latar belakang 
Peraturan Adat Nagari Situjuh Batur No 1/Pernag Sitijuh/2009 Dan 
Bagaimana Pandangan Fiqih Siyasah Terhadap Peraturan Nagari. 
b. Sebagai bahan karya ilmiah yang diharapkan dapat menambah 
khasanah bagi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 
Kasim Riau. 
 7 
c. Sebagai judul skripsi yang menjadi salah satu syarat untuk 
mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH). 
E. Metode Penelitian 
Ditinjau dari segi tempat dilaksanakannya penelitian, penelitian ini 
merupakan penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang datanya 




Adapun penelitian ini dilakukan melalui penelitian dilapangan (field 
research). Yakni dengan melalui penelitian : 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis dengan 
menggunakan metode penelitian lapangan (field research). Sedangkan sifat 
dari penelitian ini adalah bersifat deskriptif. 
2. Lokasi 
Dalam melakukan penelitian ini penulis mengambil lokasi di 
Kenagarian Situjuh Batur Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten 
Lima Puluh Kota. 
3. Subjek dan Objek 
a. Subjek 
Subjek penelitian sebagai informan, yang artinya orang pada latar 
penelitian yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi 
                                                             
10
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dan kondisi latar penelitian.
11
 Dengan demikian subjek pada penelitian ini 
adalah Wali Nagari, Sekretaris Nagari, Pemuka Adat, Tokoh Masyarakat, 
Cendikiawan, Masyarakat Situjuh Batur.  
b. Objek 
Objek penelitian menjelaskan tentang apa dan atau siapa yang 
menjadi objek penelitian. Juga dimana dan kapan penelitian dilakukan, 
bisa juga ditambahkan dengan hal-hal lain jika dianggap perlu.
12
 Oleh 
karena itu objek sasaran untuk melakukan penelitian ini adalah tentang 
peraturan adat nagari Situjuh Batur no 1/pernag Situjuh/2009 “Kewajiban 
setiap masyarakat Situjuh Batur keluar menggunakan pakaian muslim dan 
muslimah / menutup aurat”. 
4.  Populasi dan Sample 
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek dan 
subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan 
oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.
13
 
Populasi dalam penelitian ini adalah orang-orang yang terlibat dalam 
kegiatan di nagari situjuh batur terdiri dari aparatur nagari 14 orang, tokoh 
adat 20 orang, tokoh masyarakat 4 orang, cendikiawan 5 orang dan 
masyarakat situjuh batur yang ditemui. 
Sampel adalah sebagian dari jumlah populasi yang memiliki sifat-
sifat yang sama dari objek yang merupakan sumber data untuk 
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 Demi pertimbangan waktu, tenaga, dan biaya, maka 
penelitian ini mengambil sampel yang berjumlah 6 orang terdiri dari 
aparatur nagari 2 orang, tokoh adat 1 orang, tokoh masyarakat 1 orang, 
cendikiawan 1 orang dan masyarakat situjuh batur yang ditemui 1 orang. 
Maka penulis menggunakan teknik pengambilan sampel yaitu purposive 
sampling yaitu dimana teknik pengambilan sampel dengan menentukan 
kriteria-kriteria tertentu dari populasi.  
5. Sumber Data 
Sumber data penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, 
selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.
15
 




Untuk mendukung hasil ini, maka data yang diperlukan adalah : 
a. Data Primer 
Sumber data primer berupa kata-kata dan tindakan terkait dengan 
fokus penelitian yang diperoleh secara lansung dari pihak-pihak yang 
terlibat lansung dalam proses penelitian.
17
  Wali Nagari, Sekretaris Nagari, 
Pemuka Adat, Tokoh Mayarakat dan Masyarakat. 
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b. Data Sekunder 
Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk 




Data yang diperoleh yaitu data yang tersedia diperpustakaan, data 
sekunder terdiri dari buku-buku, jurnal ilmiah, peraturan daerah dan 
peraturan nagari, serta referensi lain yang membahas tentang penelitian 
sejenis. 
6. Teknik Pengumpulan Data 
Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, maka diperlukan 
metode pengumpulan data, baik yang berhubungan dengan data yang 
primer maupun yang sekunder. Adapun metode-metode tersebut adalah : 
a. Observasi 
Observasi adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan 




Yaitu metode pengumpulan data dengan pengamatan lansung 
dilapangan untuk memperoleh data tentang penerapan peraturan nagari 
adat situjuh batur terkait pakaian menutup aurat. 
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b. Wawancara 
Wawancara adalah suatu komunikasi verbal atau percakapan yang 
memerlukan kemampuan responden untuk merumuskan buah pikiran  serta 
perasaan  yang tepat atau proses tanya jawab dalam penelitian secara lisan, 




Adapun target wawancara adalah melalui proses tanya jawab 
lansung dengan wali nagari, sekretaris nagari, pemuka adat, tokoh 
masyarakat, cendikiawan, masyarakat situjuh batur. 
c. Kajian Pustaka 
Kajian pustaka adalah mengambil buku-buku referensi yang ada 




Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan 
data dari sumber non-insani yaitu benda-benda tertulis, buku-buku, dan 
dokumen lain yang berhubungan dengan data yang diperlukan.
22
 
7. Analisis Data 
Analisa data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 
menggunakan metode deskriptif yaitu analisa data yang bersifat penjelasan 
dari data-data dan informasi yang kemudian dikaitkan dengan teori dan 
konsep-konsep yang mendukung pembahasan, dimana penjelasan ini 




 Emzir, Analisis Data Metodologi Penelitian Kualitatif, (Jakarta: PT. Raja Grafindo 
Persada), h. 14. 
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menggunakan metode kualitatif yang digambarkan dengan kata-kata atau 
kalimat untuk memperoleh kesimpulan. 
8. Metode Penulisan 
Setelah data-data terkumpul maka diperlukan untuk mengolah dan 
menganalisa data yang telah terkumpul tersbut. Selanjutnya penulis 
menyusun data tersebut dengan menggunakan metode sebagai berikut : 
a. Metode Deduktif 
  Yaitu suatu uraian penulisan yang diawali dengan menggunakan 




b. Metode Deskriptif 
Yaitu uraian penulisan yang menggambarkan secara utuh dan apa 




F.   Sistematika Penulisan 
  Untuk lebih jelas dan mudah serta dapat dipahami pembahasan dalam 
penelitian, maka penulis merancang menjadi lima bab dan memaparkan 
sistematika penulisan sebagai berikut : 
BAB I   :PENDAHULUAN 
Bab pertama yaitu pembahasan yang membahas tentang latar belakang 
masalah yang memaparkan tentang alasan yang mendasari penelitian 
ini dilakukan. Dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan dan 
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kegunaan dari penelitian, kemudian metode penelitian, sitematika 
penulisan untuk memapar alur pembahasan. 
 
BAB II :LOKASI PENELITIAN DAN TINJAUAN UMUM              
PERATURAN DAERAH 
Bab kedua merupakan bab yang membahas tentang daerah yang 
diteliti, Pengertian Peraturan Daerah, Pembentukan Peraturan Daerah, 
Penegakan Peraturan Daerah, Partisipasi Masyarakat dalam 
Pembentukan Peraturan Daerah. 
 
BAB III  :PAKAIAN MENUTUP AURAT MENURUT PANDANGAN 
ISLAM 
Bab ketiga merupakan bab yang membahas tentang  Tinjauan umum 
akhlak Berpakaian menutup aurat, Tata cara Berpakaian Muslim dan 
Muslimah menutup aurat,  Batasan-batasan aurat dan Fungsi 
berpakaian menutup aurat. 
 
BAB IV :LATAR BELAKANG MUNCULNYA DAN PENERAPAN 
PERNAG NO 1 TAHUN 2009 SERTA TINJAUAN FIQH 
SIYASAH 
 Bab ini merupakan bab hasil penelitian dan pembahasan yang berisi 
tentang munculnya Pernag no 1 tahun 2009 dan  penerapan pakaian 
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menutup aurat di Nagari Situjuh Batur Kecamatan Situjuah Limo 
Nagari , Kabupaten Lima Puluh Kota, dan tinjauan fiqh siyasah. 
 
BAB V  : KESIMPULAN DAN SARAN 
Bab kelima adalah penutup. Bab ini akan memuat kesimpulan dari 
latar belakang munculnya peraturan daerah dan tinjuan fiqih siyasah 








TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN DAN TINJAUAN UMUM 
PERATURAN DAERAH 
 
A. Sejarah Singkat Desa Situjuh Batur Kecamatan Situjuah Limo Nagari 
Kabupaten Lima Puluh Kota 
 Situjuh Batur adalah sebuah nagari yang terletak dilereng Gunung Sago, 
yang terletak dalam wilayah Kecamatan Situah Limo Nagari, Kabupaten Lima 
Puluh Kota dengan jarak tempuh dari Kota Payakumbuh sepanjang lebih kurang 
12 km dengan ketinggian 660 meter diatas permukaan laut.
25
Situjuh Limo Nagari 
adalah sebuah Kecamatan di Kabupaten lima puluh kota,Sumatera barat. Yang 
terdiri dari 5 nagari yaitu: 
1. Situjuh Banda dalam, terdiri dari 8 jorong: Banda Dalam, Gurun, Tangah 
Padang, Padang Ambacang, Koto Baru Lurah Pantai, Sungai Jilatang, 
Subarang Tabek, Koto Laweh. 
2. Situjuh Gadang, terdiri dari 6 jorong : Padang Kuniang, Situjuah Gadang, 
Padang Jariang, Kociak, Tanjuang Bungo, Tanjuang Simantuang. 
3. Situjuh Batur, terdiri dari 6 jorong: Tangah, Tapi, Bumbuang, Lakuang, 
Koto, Kubang Bungkuak 
4. Situjuh Tungkar, terdiri dari 6 jorong: Dalam Nagari, Sawah Laweh. Sawah 
Langsek, Taratak, Sialang. 
5. Situjuh Ladang Laweh terdiri dari 2 jorong: Jorong Ateh, Jorong Bawah.26 
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Berikut merupakan tabel jumlah penduduk Situjuh Batur Kecamatan 
Situjuah Limo Nagari secara menyeluruh menurut per-jorong: 
 Tabel Penduduk Situjuh Batur menurut jenis kelamin per jorong 
   JK   
No Jorong Lk Pr Jumlah keterangan 
1 Bumbung  334 339 683  
2 Koto  510 511 1.021  
3 Kubang Bungkuak 418 406 824  
4 Lakung  369 386 755  
5 Tengah  788 832 1.620  
6 Tepi  283 299 582  
 Jumlah 2.712 2.773 5.485
27
  
Sumber : Kantor Wali Nagari Situjuh Batur 
NB: Jorong Tengah merupakan mayoritas penduduk yang padat yang merupakan 
pusat segala pemerintahan Situjuh Batur (Kantor Wali Nagari, Kantor Bamus, 
Karang Taruna dll) yang mana segala pengurusan dan juga merupakan titik temu 
dari setiap persoalan di daerah Situjuh Batur. 
 Keadaan Geografis 
Kecamatan Situjuah Limo Nagari memiliki luas daerah 74,18 Km. diapit 
oleh 4 Kecamatan dan 1 Kabupaten yaitu: Kecamatan Akabiluru,Kecamatan 
Payakumbuh Selatan, Kecamatan Luak dan Kabupaten Tanah Datar, dengan 
ketinggian dari permukaaan laut 500-700 meter
28
.Kecamatan Situjuah Limo 
Nagari terdiri dari 4 batas daerah, sebelah Utara yaitu Kecamatan Payakumbuh 
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Selatan, sebelah Selatan Kabupaten TanahDatar, sebelah Barat yaitu Kecamatan 
Luak dan sebelah Timur yaitu Luak.Luas daerah di Kecamatan Situjuah Limo 
Nagari menurut Nagari terdiri dari 5 nagari yaitu: Situjuag gadang, Situjuah 
Banda dalam, Situjuah batua, Situjuah Tungka dan Situjuah ladang laweh. Nagari 
yang terluas yaitu Situjuah gadang sebesar 16.9Km dan yang terkecil nagari 
Situjuah bandadalam sebesar 11,71 Km. 
 Jarak dari nagari ke Ibu Kota kecamatan terjauh yaitu nagari Situjuah 
ladang laweh sejauh 4 Km sedangkan jarak dari nagari Ke Ibu Kota Kabupaten 
terjauh yaitu nagari Situjuah Ladang Laweh sejauh 24 Km.Kabupaten Lima puluh 
Kota terdiri dari 13 Kecamatan, dengan perbandingan luas Kecamatan Situjuah 
Limo Nagari dengan Kecamatanlainnya di Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu 
kecamatan Kapur IX merupakanKecamatan yang terluas sebesar 723,36 
dibandingkan dengan Kecamatanlainnya yang ada di Kabupaten Lima Puluh 
Kota, sedangkan Kecamatan yang terkecil jika dibandingkan dengan Situjuah 
Limo Nagari yaitu Kecamatan Luak sebesar 61,68.
29
 
Jika ditinjau dari alam Situjuh Batur yang penuh dan dikelilingi bukit-
bukit dan lembah serta deretan sawah-sawah yang berjenjang kearah gunung sago 
mata pencaharian masyarakat pada umum nya adalah bertani, terutama 
bebudidaya padi. 
Visi Desa Situjuh Batur Kecamatan Situjuah Limo Nagari adalah: “ 
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang bermartabat dan relegius dengan 
mengembangkan potensi sumber daya yang ada dengan sebaik mungkin.”
30
   




  Makinuddin Syahril, Buku sejarah peristiwa Situjuh ditengah perjuangan bangsa, 
(Situjuh Batua,2019) h. 2 
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Misi Desa Situjuh Batur Kecamatan Situjuah Limo Nagari Adalah : 
1. Mengembangkan dan meningkatkan hasil pertanian masyarakat 
2. Pembuatan sarana jalan usaha tani dan peningkatan jalan lingkungan 
3. Meningkatkan sarana air bersih bagi masyarakat. 
4. Perbaikan dan meningkatkan layanan kesehatan dan umum 
5. Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan 
6. Meningkatkan keterampilan dan kualitas SDM 
7. Pengadaan permodalan untuk usaha kecil, memperluas lapangan kerja dan 
manajemen masyarakat. 
8. Meningkatkan kapasitas Aparat Desa dan BPD. 
9. Peningkatan sarana dan prasarana kerja Aparat Desa dan BPD 
B. Tinjauan Umum Tentang Peraturan Daerah 
1. Pengertian Peraturan Daerah 
Peraturan Daerah adalah Peraturan perundang-undangan yang dibentuk 
oleh Pemerintah Daerah atau salah satu unsur Pemerintah Daerah yang berwenang 
membuat peraturan perundang-undangan daerah.
31
Sedangkan Perda menurut 
ketetapan MPR tahun 2000 adalah merupakan peraturan untuk melaksanakan 
aturan hukum diatasnya dan menampung kondisi khusus dari daerah yang 
bersangkutan.
 
Peraturan Daerah adalah peraturan yang ditetapkan kepala daerah atas 
persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam rangka 
menyelenggarakan otonomi daerah.Peraturan Daerah dibuat berdasarkan 
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UndangUndang atau penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan 
yang lebih tinggi.Untuk melaksanakan Peraturan Daerah dan atas kuasa peraturan 
perundang-undangan lain yang berlaku, kepala daerah menetapkan keputusan 
kepala daerah. 
      Sedangkan menurut Bagir Manan, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah 
peraturan perundang-undangan yang dibentuk DPRD Kabupaten/Kota dan 
disahkan Bupati/Walikota yang mengatur kepentingan masyarakat atau tatanan 
pemerintahan yang menjadi fungsi pemerintahan Kabupaten/Kota di bidang 
otonomi dan tugas pembatuan. Peraturan Daerah terdiri atas: 
a. Peraturan Daerah Provinsi, yang berlaku di provinsi tersebut. Peraturan Daerah 
Provinsi dengan persetujuan Gubernur; 
b. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, yang berlaku di Kabupaten/Kota tersebut.  
c. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dibentuk oleh DPRD Kabupaten/Kota 
dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. 
d. Peraturan daerah Kabupaten/Kota tidak sub-ordinat terhadap 
e. Peraturan Daerah Provinsi. 
Peraturan Daerah sebagai salah satu bentuk Peraturan Perundang-Undangan 
merupakan bagian dari pembangunan sistem hukum nasional. Peraturan 
Daerah yang baik dapat terwujud apabila didukung oleh metode dan standar 
yang tepat sehingga memenuhi teknis pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 




                                                             
32
 Soebono Wirjosoegito, 2004, Proses & Perencanaan Peraturan Perundangan, Jakarta: 
Ghalia Indonesia, h. 14 
 20 
Secara umum, pengertian peraturan daerah dapat disebut juga sebagai 
instrumen aturan yang diberikan kepada pemerintah daerah dalam rangka 
penyelenggaraan pemerintahan daerah di masing-masing daerah otonom. Menurut 
Prof. Dr. Jimmly Asshiddiqie, SH., pengertian peraturan daerah adalah sebagai 
salah satu bentuk aturan pelaksana undang-undang sebagai peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi. Kewenangan peraturan daerah bersumber dari 
kewenangan yang telah ditentukan suatu undang-undang. Meski demikian, 
peraturan daerah juga dapat dibentuk untuk mengatur hal-hal yang kewenangan 
untuk mengatur hal-hal tersebut tidak diatur secara eksplisit oleh suatu undang-
undang. Hal tersebut dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan ketentuan UUD 
1945 sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (3) dan (4). Salah satu 
kewenangan yang sangat penting dari suatu dareah yang mengatur dan mengurus 
rumah tangganya sendiri ialah kewenangan untuk menetapkan peratuaran daerah. 
Disamping dikenal adanya istilah peraturan, dikenal juga istilah 
perundang-undangan. Untuk itu M. Sooly lubis memberikan pengertian 
perundang-undangan. Pengertian perundang-undangan ialah proses pembuatan 
peraturan Negara. Dengan kata lain tata cara memulai pencanaan (rancangan), 
pembahasan, pengesahan atau penetapan akhir pengundangan peraturan yang 
bersangkutan. 
Berikut ini beberapa pengertian peraturan daerah sebagaimana disebutkan 




1. Pengertian Peraturan Daerah dalam Permendagri No 1 Tahun 2014 
Pengertian peraturan daerah dalam Permendagri No 1 Tahun 2014 adalah 
sebagai berikut: 
“Peraturan Daerah Provinsi atau nama lainnya dan Peraturan Daerah 
Kabupaten/Kota atau nama lainnya, yang selanjutnya disebut Perda adalah 
peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan 
bersama Kepala Daerah”. 
Pengertian peraturan daerah tersebut dapat ditemukan dalam pasal 1 angka 




2.  Pengertian Peraturan Daerah dalam Undang-Undang No 12 Tahun 2011 
Pengertian peraturan daerah dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dibagi dalam 2 
pengertian, yakni peraturan daerah Provinsi dan peraturan daerah 
Kabupaten/Kota. 
Pengertian peraturan daerah provinsi disebutkan dalam pasal 1 angka 7 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan sebagai berikut : 
Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan Perundang-undangan yang 
dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan 
bersama Gubernur. Selanjutnya pengertian peraturan daerah kabupaten/kota 
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disebutkan dalam pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut : 
Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan 
yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan 
persetujuan bersama Bupati/Walikota. 
 
C. Pembentukan Peraturan Daerah 
1. Landasan Pembuatan Perda 
Perda merupakan Implementasi sarana demokrasi dan sarana komunikasi 
timbal balik antara Perda dan masyarakat. Pembuatan Perda memiliki perbedaan 
sifat substansi materi, sebab muatan Perda dibuat kadang dalam rangka 
penyelenggaraan otonomi, pembantuan maupun substansi Perda sebagai 
penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 
Oleh karena itu Perda adalah suatu perundang-undangan yang menjadi 
sarana komunikasi dan demokrasi antara Perda itu sendiri dengan masyarakat, 




1. Landasana yuridis, yaitu landasan hukum yang menjadi dasar kewenangan 
pembuatan Perda, apakah kewenangan seseorang penjabat atau badan 
mempunyai dasar hukum yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-
undangan atau tidak. Dasar yuridis sangat penting dalam pembuatan Perda 
karena akan menunjukan adanya wewenang pembuat perda, kesesuaian 
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bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur, 




Kalau tidak, maka peraturan Perundang-undangan itu akan batal demi 
hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
7
 Adapun dasar 
hukum pembentukan Peraturan Daerah adalah : 
1) UUD 45 Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B 
2) UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah 
3) Keputusan Presiden No. 44 tahun 1999 tentang tehnik penyusunan 
peraturan perundang-undangan, bentuk rancangan undang-undang, 
Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden 
4) Keputusan Mentri Dalam Negri No. 21, 22, 23 dan 24 tahun 2003 
5) Tata Tertib DPRD Propinsi Kabupaten/Kota36 
6) UU NO. 23 tahun 2004 
7) UU No. 10 tahun 2004
37
 
b. Landasan Sosiologis (Sosiologische Gronsleg). Suatu Perda dikatakan 
mempunyai landasan sosiologis apabila ketentuannya sesuai dengan 
keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Hal ini berarti bahwa 
Perda yang dibuat harus dipahami oleh masyarakat, sesuai dengan 
kenyataan hidup masyarakat yang bersangkutan. Pada perinsipnya yang 
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dibentuk harus sesuai dengan hukum yang hidup (living law) dalam 
masyarakat, dan jika tidak sesuai dengan tata nilai, keyakinan dan kesadaran 
masyarakat tidak akan ada artinya. Tidak mungkin dapat diterapkan karena 
tidak ditaati dan dipatuhi. 
c. Landasan Filosofis (Filosofische Gronngslag). Pandangan hidup suatu 
bangsa tiada lain berisi nilai-nilai moral dan etika yang pada dasarnya berisi 
nilai-nilai yang baik dan tidak baik. Nilai yang baik adalah pandangan dan 
cita-cita yang dijunjung tinggi dari suatu daerah tertentu. Didalamnya ada 
nilai kebenaran, keadilan, kesusilaan dan berbagai nilai lainnya yang 
dianggap baik. 
Kewenangan pembentukan Perda merupakan salah satu wujud 
kemandirian daerah dalam mengatur urusan rumah tangga daerah atau urusan 
pemerintahan daerah. Perda merupakan instrumen yang strategis sebagai 
saranamencapai tujuan desentralisasi. Dalam konteks otonomi daerah, keberadaan 
Perda pada prinsipnya berperan mendorong desentralisasi secara maksimal. Dari 
sudut pandang pemberdayaan politik, tujuan desentralisasi dapat dilihat dari dua 
sisi, yaitu pemerintah daerah dan pemerintah pusat.  
Keberadaan Peraturan Daerah dalam UUD 1945 sebelum diamandemen 
memang tidak dikenal, sehingga peraturan Daerah termarjinalkan dalam tata 
susunan peraturan perundang-undangan Indonesia. Setelah UUD 1945 
diamanden, eksistensi Peraturan Daerah sudah dikukuhkan secara konsitusional 
sebagaimana dituangkan dalam Pasal 18 ayat (6) yang selengkapnya berbunyi; “ 
Pemerintahan Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan lain 
 25 
untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan “. Sebagai landasan utama 
kewenangan DPR dalam mengusulkan Rancangan Undang-undang tertuang 
dalamketentuan Pasal 20 ayat (1), menyatakan, bahwa Dewan Perwakilan Rakyat 
memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Selanjutnya dipertegas lagi 
pada Pasal 12 tahun 2011 menyatakan, bahwaAnggota Dewan Perwakilan Rakyat 
berhak mengajukan usul rancanganundang-undang.
38
 
   Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 telah menjadikan dasar 
yang sangat penting dalam pembuatan peraturan perundang-undangan karena hal 
itu akan menunjukkan: . Keharusan adanya kewenangan dari pembuat peraturan 
perundang-undangan, Keharusan adanya kesesuaian bentuk atau jenis peraturan 
perundang-undangan dengan materi yang diatur, terutama bila diperintahkan 
peraturan tingkat lebih tinggi atau sederajat. Keharusan mengikuti tata cara 
tertentu; Keharusan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan 
yang lebih tinggi tingkatannya. 
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundangundangan, Pasal 39 disebutkan bahwa Perencanaan penyusunan 
Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dilakukan dalam Prolegda Kabupaten/Kota. 
Dalam pasal ini mengisyarakat bahwa DPRD memiliki peran penting 
dalamperancangan Peraturan daerah. Program Legislasi Daerah (Prolegda) 
sebagaimana dimaksud sebelumnya disusun bersama-sama oleh DPRD dan 
Pemerintah Daerah yang ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, Prolegda 
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merupakan instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang 
disusun secara berencana dan sistematis sesuai skala prioritas yang ditetapkan. 
Lahirnya sebuah Peraturan Daerah (Perda) harus mengandung sebuah 
regulasi yang dapat ditaati oleh masyarakatnya, dan untuk menunjang ini maka 
sangat perlu memahami keinginan dan kondisi sosial masyarakatnya sehingga 
dapat diterapkan dalam jangka waktu yang lama. Oleh karena itu pertimbangan 
filosofisnya harus jelas kemana masyarakat akan dibawa.  
2. Kewenangan Pembentukan Perda 
Kewenangan pada Dewan Perwakilan Rakyat/Daerah dalam 
pembentukann Peraturan Perundang-undangan tidak dapat dilepaskan dari aspek 
hukum administrasi negara.
39
 Unsur kewenangan selalu dikaitkan dengan 
unsur/elemen “kewenangan” atau “Jabatan” atau “kedudukan”, oleh karena itu 
dalam penggunaanya harus dibedakan antara prinsip pertanggung jawaban 
jabatan, prinsip pertanggung jawaban pribadi. Dalam pengertian bahwa tanggung 
jawab jabatan harus dibedakan dengan tanggung jawab pribadi. 
Dalam hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan. Kekuasaan 
memiliki makna yang sama dengan wewenang, karena kekuasaan yang dimiliki 
oleh eksekutif, legislative dan yudikatif adalah kekuasaan formal. Kekuasaan 
merupakan unsur esensial dari suatu negara dalam proses penyelenggaraan 
pemerintahan di samping unsur-unsur lainnya, yaitu: a) hukum; b) kewenangan 
(wewenang) c) keadilan; d) kejujuran; e).kebijakbestarian;dan f) kebajikan.
40
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Kekuasaan merupakan inti dari penyelenggaraan negara agar negara dalam 
keadaan bergerak (de staat in beweging) sehingga Negara itu dapat berkiprah, 
bekerja, berkapasitas, berprestasi, dan berkinerja melayani warganya. Oleh karena 
itu Negara harus diberi kekuasaan. Kekuasaan menurut Miriam Budiardjo 
merupakan kemampuan seseorang atau sekelompok orang manusia untuk 
mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa 
sehingga tingkah laku itu sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang atau 
negara
41
. Kekuasaan membuat peraturan perundang-undangan juga merupakan 
kekuasaan yang melekat secara atributif kepada legislatif sebagai perwakilan 
seluruh rakyat yang berada di dalam lapangan hukum publik. Salah satu 
kewenangan organ negara adalah kewenangan DPRD untuk membuat undang-
undang atau Peraturan Daerah. 
Kewenangan ini bersifat atributif, karena diberikan oleh UUD 1945 untuk 
DPR dan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
untuk DPRD. Oleh karena itu penggunaanya harus dilakukan berdasar atas prinsip 
atau asas akuntable dan asas transparansi, sehingga benar-benar sesuai dengan 
peraturan yang mendasarinya.  
Kaitannya dengan pembentukan Perda, wewenang yang dimiliki DPRD 
merupakan wewenang atributif, karena wewenang tersebut diberikan oleh undang-
undang, khususnya Undang Undnag Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah. Kewenangan ini tentunya tidak dapat dipisahkan dengan wewenang yang 
dimilki oleh eksekutif, karena Perda hanya dapat dibentuk secara bersama-sama 
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antara DPR dengan Pemerintah. Oleh karena itu, hubungan antara kedua lembaga 
ini disebut sebagai hubungan partnership, tidak ada sebuah produk Perda yang 




Apabila mengacu pada teori wewenang sebagaimana terurai di atas, maka 
dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, kewenangan pembentukan Perda tidak 
terletak pada kekuasaan DPRD, melainkan berada pada kekuasaan dua lembaga 
atau dua organ sekaligus, yaitu pada kewenangan DPRD dan Pemerintah Daerah. 
Sebab tidak ada kewenangan pembentukan Perda yang hanya dilakukan oleh 
DPRD tanpa Pemerintah. Secara teoritis sebutan legislatif terhadap DPRD, sebab 
sesuai dengan kewenangan pembentukan undang-undang atau Perda, selalu 
pembentukanya berada pada dua lembaga/ organ tersebut. 
Mengutip pendapat H. D. Stout, wewenang merupakan pengertian yang 
berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai 
keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan 




Menurut Bagir Manan, wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan 
kekuasaan (macht). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau 
tidak berbuat. Dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban 
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 (rechten enplichten). Vertikal berarti kekusaaan untuk menjalankan 
pemerintahan dalam satu tertib ikatan pemerintahan negara secara keseluruhan.
44
 
Setelah berlakunya Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah lebih memilih bentuk kedua, yaitu daerah 
menyelenggarakan semua urusan rumah tangga pemerintahan daerahnya di luar 
urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintahan pusat. Hal ini tercermin 
di dalam ketentuan Pasal 10 ayat (3) undang-undang tersebut, yang terdiri atas 6 
(enam) urusan pemerintahan yang menajdi urusan pemerintah pusat, yaitu: 
a.agama; b.moneter dan fiskal nasional; c.keamanan; d. pertahanan; e. politik luar 
negeri; dan f) yustisi.  
Di luar ke enam urusan tersebut menjadi urusan masing-masing daerah, 
namun dalam prakteknya terhadap di luar ke enam urusan pemerintahan tersebut. 
3. Prinsip-Prinsip Pembentukan Peraturan Daerah 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun2004, bahwa kedudukan, 
yang penting, karena sebagai unsur dari pemerintah daerah dalam 
penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kedudukan DPRD sebagai Badan 
Legislatif Daerah berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintah 
Daerah, sekaligus menjalankan fungsi kontrol atau pengawasan 
terhadap Pemerintah Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 
2004 Tentang Pemerintahah Daerah, bahwa tugas dan wewenang DPRD antara 
lain: 
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a. Membentuk Perda yang dibahas dengan Kepala Daerah untuk 
mendapat persetujuan bersama; 
b. Membahas dan menyetujui rancangan Perda tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah bersama dengan Kepala Daerah;
45
 
c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah 
dan peraturan perundang-undangan lain, Keputusan Gubernur. Bupati 
dan Walikota, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Kebijakan 
Pemerintah Daerah, dan Kerjasama Intemasional didaerah; 
Prinsip-prinsip pembentukan Perda menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 
2004 sebagai berikut: 
a. Perda di bentuk dalam rangka menyelenggarakan otonomi,46 tugas 
pembantuan dan penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan cirikhas masing-
masing daerah; 
b. Perda tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau 
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; 
c. Perda dibentuk berdasarkan pada asaspembentukan peraturan 
perundang-undangan, 
d. Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis 
dalam rangka menyiapkan atau pembahasan Raperda 
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e. Perda dapat memuat ketentuan bebanbiaya paksaan penegakan hukum, 
atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau denda sebanyak-
banyaknya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). 
f. Peraturan Kepala Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah 
ditetapkan untuk melaksanakan Perda. 
g. Perda berlaku setelah diundangkan dalam lembaran berita daerah. 
h. Perda dapat menunjukkan pejabat tertentu sebagai pejabat penyidik 
tertentu sebagai pejabat penyidik pelanggaranPerda (PPNS Perda); 
Apabila dalam satu masa sidang DPRD dan Gubernur atau 
Bupati/Walikota menyampaikan rancangan Perda mengenai materi yang sama, 
maka yang dibahas adalah rancangan Perda yang disampaikan Gubernur atau 
Bupati/Walikota untuk ditetapkan sebagai Perda. Penyampaian rancangan Perda 
ditetapkan oleh Gubernur atau Bupati/Wali kota paling lama 30 (tigapuluh) hari 
sejak rancangan tersebut disetujui bersama. rancangan Perda tersebut sah menjadi 
Perda dan wajib diundangkan dengan memuatnya di dalam lembaran daerah. 
Sedangkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011,
47
 mengatur beberapa prinsip 
mengenai pembentukan Perda sebagai berikut: 
a. Pembahasan rancangan Peraturan Daerah dilakukan oleh DPRD 
bersama Gubernur/ Bupati/Walikota 
b. Rancangan Perda yang telah disetujui oleh DPRD ditetapkan oleh 
Kepala Daerah untuk menjadi Peraturan Daerah; 
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c. Perda dibentuk dalam penyelenggaraan otonomi, tugas pembantuan 
serta menampung kondisi khusus daerah dan/ataupenjabaran lebih 
lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.  
d. Perda tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, Perda lain, 
atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 
e. Perda dapat memuat ketentuan beban biaya paksaan penegakan hukum 
atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau denda sebanyak 
banyaknya lima juta rupiah. 
f. Keputusan Kepala Daerah ditetapkan untuk melaksanakan Perda. 
g. Perda dan Keputusan Kepala Daerah yang mengatur, dimuat dalam 
lembaran daerah. Perda merupakan hasil kerja bersama antara DPRD 
dengan Gubernur/Bupati/Walikota, 
 karena itu tatacara membentuk Perda harus ditinjau dari beberapa Unsur 
pemerintahan tersebut, yaitu Unsur DPRD adalah Peraturan Daerah merupakan 
suatu bentuk produk legislatif tingkat daerah, karena itu tidak dapat terlepas dari 
DPRD. Keikut sertaan DPRD membentuk Perda bertalian dengan wewenang 
DPRD di bidang legislatif atau yang secara tidak langsung dapat dipergunakan 
sebagai penunjang fungsi legislatif, yaitu hak penyidikan, hak inisiatif, hak 
amandemen, persetujuan atas Rancangan Peraturan Daerah (RanPerda).  
Unsur Partisipasi adalah partisipasi dimaksudkan sebagai keikutsertaan 
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4. Muatan dan Mekanisme Penyusunan Perda 
Peraturan Daerah sebagai peraturan perundang-undangan ditingkat daerah 
untuk menyelenggarakan Pemerintah Daerah dibidang urusan rumah tangga 
daerah berdasarkan asas desentralisasi dan asas pembantuan.
49
 Jadi pada 
perinsipnya Perda dibentuk untuk;  
1. Pertama, dalam rangka penyelenggaraan otonomi, tugas pembatuan dan 
penjabaran lebih lanjut peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi.  
2. Kedua, Perda tidak boleh bertentangan dengan kepentinggian umum, perda 
lain dan peraturan perundang-undangan yang lain.
50
 
Sedangkan mekanisme penyusunan Perda dapat dilihat dalam penjelasan 
umun
 
UU No. 32 tahun 2004 yang menyebutkan bahwa kewenangan yang ada 
pada Kepala Daerah dan DPRD mangandung pengertian bahwa pembentukan 
peraturan daerah dilakukan bersama-sama. Inisiatif pembentukan Perda dapat 
dilakukan Kepada Daerah atau DPRD.
51
 
Rancangan Perda baik hasil prakarsa Kepala Daerah maupun prakarsa 
DPRD, harus melalui beberapa tahapan pembahasan dalam lingkup DPRD,
52
 
sampai pengambilan keputusan persetujuan DPRD terhadap rancangan Perda 
tersebut. Pembahasan di DPRD biasanya diformat dengan tahapan pengantar 
eksekutif pada sidang paripurna Dewan, pemandangan umum fraksi, pembahasan 
dalam PANSUS, catatan akhir fraksi, persetujuan anggota DPRD terhadap draf 
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 34 
raperda yang kemudian disampaikan kembali oleh pimpinan DPRD kepada 
Kepala Daerah untuk ditetapkan sebagai Perda. Penandatanganan Perda yang 
sudah disetujui dilakukan oleh Kepala Daerah dan ditandatangani serta pimpinan 
DPRD.
 
Dalam konsep hukum, Perda tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum 
materil terhadap pihak yang menyetujuinya sejak ditandatangani.
53
 Oleh sebab itu 
rumusan hukum yang ada dalam raperda tersebut sudak tidak dapat diganti secara 
sepihak. 
D. Proses Pembentukan Peraturan Daerah 
Berpedoman pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (“UU 12/2011”). 
Peraturan Daerah (“Perda”) menurut UU 12/2011, terdiri dari: 
1. Peraturan Daerah Provinsi; dan 
2. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota 
Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan 
yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan 
persetujuan bersama Bupati/Walikota.
54
 Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi 
dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka 
penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi 
khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan 
yang lebih tinggi.  Secara umum, mekanisme pembentukan Perda terbagi menjadi 
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4 (empat) bagian, yaitu perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan dan 
pengundangan:  
a. Perencanaan 
Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Provinsi dilakukan dalam Prolegda 
(Program Legislasi Daerah) Provinsi. Baik perda provinsi maupun perda kota/ 
kabupaten memuat program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi dengan 
judul Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, materi yang diatur, dan 
keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya. Materi yang 
diatur merupakan keterangan mengenai konsepsi Rancangan Peraturan Daerah 
Provinsi yang meliputi:  
1) latar belakang dan tujuan penyusunan; 
2) sasaran yang ingin diwujudkan; 
3) pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan 
4) jangkauan dan arah pengaturan. 
Materi yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan dituangkan dalam 
Naskah Akademik.  
 Dalam penyusunan Prolegda Provinsi, penyusunan daftar rancangan 
peraturan daerah provinsi didasarkan atas:  
1) perintah Peraturan Perundang-undangan lebih tinggi; 
2) rencana pembangunan daerah; 





Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dapat berasal dari DPRD
55
 Provinsi 
atau Gubernur. Selain itu, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dapat 
diajukan oleh anggota, komisi, gabungan komisi, atau alat kelengkapan 
DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi. 
c. Pembahasan 
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dilakukan oleh DPRD 
Provinsi bersama Gubernur. Pembahasan bersama dilakukan melalui tingkat-
tingkat pembicaraan. Tingkat-tingkat pembicaraan dilakukan dalam rapat 
komisi/panitia/badan/alat kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus 
menangani bidang legislasi dan rapat paripurna. 
d. Penetapan dan Pengundangan 
Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang telah disetujui bersama oleh 
DPRD Provinsi dan Gubernur disampaikan oleh pimpinan DPRD Provinsi 
kepada Gubernur untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi. 
Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dilakukan dalam jangka 
waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.   
 Rancangan Peraturan Daerah Provinsi ditetapkan oleh Gubernur dengan 
membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari 
sejak Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tersebut disetujui bersama oleh 
DPRD Provinsi dan Gubernur. Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah Provinsi 
tidak ditandatangani oleh Gubernur dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari 
sejak Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tersebut disetujui bersama, 




Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tersebut sah menjadi Peraturan Daerah 
Provinsi dan wajib diundangkan.
56
 
Peraturan Daerah Provinsi diundangkan dalam Lembaran 
Daerah. Peraturan Perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan 
mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan 
Perundang-undangan yang bersangkutan. 
E. Penegakan Peraturan Daerah 
Penegakan peraturan Pemerintahanan Daerah dikenal dengan tiga prosedur 
atau asas penting yaitu asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, dan tugas 
pembantuan.
57
 Penjelasan mengenai ketiga asas tesebut akan diuraikan sebagai 
berikut: 
1. Asas Desentralisasi 
Istilah desentralisasi berasal dari bahasa latin “de” yang artinya dan 
“centrum” yang artinya pusat. Sehingga desentralisasi berarti melepas atau 
mejauh dari pusat. Asas desentralisasi adalah asas yang dimaksud memberikan 
wewenang dari pemerintah negara pemerintah lokal untuk mengatur dan 




Pembagian bentuk desentralisasi pada dasarnya dapat dibedakan menurut 
tingkat peralihan kewenangan. Berupa kewenangan untuk merencanakan, 
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memutuskan, dan mengatur dari pemerintahan pusat ke lembaga-lembaga yang 
lain. Ada empat bentuk utama desentralisasi, antara lain: 
a. Dekonsentrasi; 
b. Delegasi ke lembaga-lembaga semi-otonom atau antar daerah; 
c. Pelimpahan kewenangan (delegasi) ke pemerintah daerah; 




2. Asas Dekonsentrasi 
Pelaksanaan desentralisasi terdapat beberapa tingkat 
peralihankewenangan, yakni kewenangan merencanakan, mencetuskan, dan 
mengatur dari pemerintah pusat ke lembaga-lembaga yang lain, aspek dari 
hubungan kewenangan ini adalah dekonsentrasi.
60
 Menurut Pasal 1 ayat (9) 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa 
asas dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagai urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada Gubernur sebagai wakil 
pemerintahan pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau 
kepada Gubernur dan Bupati/Walikota sebagai penanggung jawab urusan 
pemerintahan umum. 
3. Asas Tugas Pembantuan 
Tugas Pembantuan yang mengandung arti bahwa kewenangan Pemerintah 
Daerah menjalankan sendiri aturan-aturan dari Pemerintah Pusat, atau 
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Pemerintah Daerah yang lebih tinggi tingkatannya.
61
 Kewenangan ini 
merupakan terakhir berada pada Pemerintahan tingkat atas yang menugaskan.  
Menurut Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah dijelaskan Tugas Pembantuan adalah penugasan dari 
Pemerintah Pusat kepada daerah otonom, untuk melaksanakan sebagian urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau pemerintah daerah 
provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Tugas pembantuan 
dilaksanakan oleh pemerintahan daerah dengan kewajiban melaporkan 
pelaksanaannya dan mempertanggung jawabkannya kepada pemerintahan pusat.
62
 
Bergulirnya otonomi daerah sejak tahun 1999 telah memberikan dorongan 
yang sangat kuat bagi daerah untuk mengatur daerahnya sesuai dengan aspirasi 
masyarakat di daerah63 Undang-undang No 32 tahun 2004 tentang pemerintahan 
daerah secara tegas menyatakan bahwa pemerintah daerah penyelenggaraan 
urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah 
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan perinsip otonomi seluas-
luasnya dalam sistem dan perinsip negara kesatuan Republik Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam undang-undang dasar negara republik indonesia 
tahun 194564. 
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Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom 
untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan 
masyarakat daerah tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku65. Dengan adanya otonomi daerah itulah kemudian daerah berlomba-
lomba untuk mengatur segala urusan yang berkaitan dengan daerahnya kedalam 
peraturan daerah. Dalam kaitan ini, salah satu bentuk regulasi tesebut ialah 
peraturan daerah yang berdasarkan nilai-nilai keagamaan. 
Ketika sistem desentralisasi dan otonomi daerah diberlakukan, berbagai 
peraturan daerah yang mengatur soal kehidupan beragama masyarakat pun mulai 
bermunculan. dalam kaitan ini,  pemerintahan kabupaten lima puluh kota juga 
menjadi salah satu daerah yang telah menetapkan kebijakan berdasarkan syariah. 
salah satu peraturan daerah yaitu Undang-Udang mengenai kewajiban berpakaian 
muslim dan muslimah hal ini ditetapkan dalam lembaran perundang-undangan 
daerah kabupaten lima puluh kota tahun 2003 nomor 58.  
Dalam kehidupan masyarakat Minangkabau saat ini terkhususnya generasi 
muda Kabupaten Lima Puluh Kota atau pun Payakumbuh semakin jauh dari nilai-
nilai keislaman, turunnya moralitas dan akhlak pemuda dan pemudi Kabupaten 
Lima Puluh Kota yang semakin jauh dari nilai-nilai filosofi adat. Situjuh Batur 
yang merupakan salah satu negeri adat yang telah mendapat pengakuan dari 
Pemerintah dan dibawah naungan langsung MUI Sumatera Barat. melihat  masih 
banyaknya tata cara berpakaian masyarakat Situjuh Batur baik dikalangan muda-
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mudi dan dewasa masih kurangnya pemahaman tentang adat-adat berpakaian 
dalam Islam dalam kehidupan sehari-harinya.  
Hal ini menjadi acuan oleh Pemerintah Daerah Nagari Situjuh Batur yang 
memberlakukan peraturan mengenai berpakaian yang menutup aurat, hal ini 
ditetapkan dalam peraturan nagari “Laki-laki dan Perempuan  masyarakat Situjuh 
Batur diwajibkan keluar menggunakan pakaian muslim atau muslimah yang 
menutup aurat (PERNAG Situjuh Pasal 5 No 1 tahun 2009)”. Dan sanksi bagi 
pelanggar dalam lampiran peraturan nagari ini tertuang pada bab VI  (KABEK 
AREK/SANKSI) yaitu:“Bagi setiap pelanggar peraturan ini mengacu kepada 
Undang-Undang nan Duo Puluah dan adat salingka nagari” yang dimaksud disini 
adalah pemberian sanksi diserahkan kembali kepada Datuk dan Ninik Mamak 
pemuka nagari Situjuh Batur.  
 Kebijakan bernuansa syariah ini untuk membentengi masyarakat desa 
Situjuh Batur kabupaten Lima Puluh Kota terutama generasi muda agar terhindar 
dari budaya luar yang bisa menjadikan mereka semakin jauh dari nilai-nilai ajaran 
adat dan agama, agar bisa mengembalikan falsafah adat kebudayaan Minagkabau 
“Adat basandi syarak, Syarak basandi kitabullah” kepada generasi muda-mudi 
Minangkabau trutama generasi muda-mudi Situjuh Batur melalui peraturan daerah 
ini. 
F. Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Perda 
Partisipasi dapat diartikan sebagai keikutsertaan, dimana dalam hal ini 
partisipasi masyarakat merupakan keikutsertaan masyarakat dalam proses 
pembuatan perundang-undangan. 
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      Sherry Arnstain dalam A ladder of citizen participation membuat skema 8 
(delapan) tingkat partisipasi masyarakat dalam memutuskan kebijakan : 
1. Tingkatan pertama yaitu control warga Negara 
Pada tahap ini partisipasi sudah mencapai tataran dimana public 




2. Tingkatan kedua yaitu delegasi kewenangan 
Dimana kewenangan masyarakat lebih besar daripada penyelenggaraan 
Negara dalam memutuskan kebijakan  
3. Tingkat ketiga yaitu kemitraan 
Adanya keseimbangan kekuatan relatif Antara pemegang kekuasan 
untuk merencanakan dan pengambilan keputusan bersama-sama 




5. Tingkat ketujuh dan delapan yaitu terapi dan manipulasi; 
Dalam tingkat ini menunjukan ketiadaaan partisipasi,karena pada tahap ini 
terapi masyarakat hanya dianjurkan untuk mengadu kepada pihak yang 
berwenang.       Pasal 96 UU 12/2011 mengatur mengenai partisipasi masyarakat 
dalam pembentukan peraturan perundang-undangan: 
1. Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau 
tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
68
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2. Masukan secara lisan dan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dapat dilakukan melalui: 
a. rapat dengar pendapat umum; 
b. kunjungan kerja; 
c. sosialisasi; dan/atau 
d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi. 
Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang 
perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi 
Rancangan Peraturan Perundang-undangan. Untuk memudahkan masyarakat 
dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), setiap Rancangan Peraturan Perundang-undangan harus dapat 
diakses dengan mudah oleh masyarakat. 
Sebagaimana dikutip dari Pengkajian Hukum tentang Partisipasi 
Masyarakat dalam Penentuan Arah Kebijakan Prioritas Penyusunan Peraturan 
Perundang-Undangan,
69
 oleh Tim Pengkajian Hukum Pusat Penelitian dan 
Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional 
(BPHN) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI (hal. 76) yang mengutip 
pendapat Hamzah Halim dan Kemal Redindo Syahrul Putera dalam Jurnal Ilmu 
Hukum Amanna Gappa yang berjudul Hubungan Kewenangan Pemerintah 
Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Menurut Undang-Undang Nomor 32 
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tahun 2004 Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah, bahwa di  antara model 
partisipasi yang dapat dilakukan dalam pembentukan peraturan antara lain: 
a. Mengikutsertakan anggota masyarakat yang dianggap ahli dan independen 
dalam team atau kelompok kerja dalam penyusunan peraturan perundang-
undangan; 
b. Melakukan public hearing melalui seminar, lokakarya atau mengundang 
pihakpihak yang berkepentingan dalam rapat-rapat penyusunan peraturan 
perundang-undangan, musyawarah rencana pembangunan; 
c. Melakukan uji sahih terhadap peraturan daerah; 
d. Melakukan jejak pendapat, kontak public melalui media massa; 
e. Melalui lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan (LPMK) atau 
membentuk forum warga. 
Pelaksanaan maupun evaluasi kebijakan publik ditingkat local akan 
menjadi reperentasi sejauh mana tingkat dan kualifikasi demokrasi pada 
pemerintah yang bersangkutan. Sejauh mana pemerintah membuka ruang 
partisipasi publik, sejauhmana gagasan diolah bersama dan implementasi 




Berdasarkan penjelasan tersebut, maka masyarakat berhak memberikan 
masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-
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undangan melalui rapat dengar pendapat umum,
71
 kunjungan kerja, sosialisasi 
atau seminar, lokakarya, dan/atau diskusi. Memang benar bahwa aspirasi 
masyarakat dapat disampaikan melalui kegiatan sosialiasi pembentukan perda.  
    Sayangnya, dalam Pasal 96 UU 12/2011 yang mengatur mengenai 
partisipasi masyarakat, tidak disebutkan secara eksplisit bagaimana masyarakat 
dapat menyampaikan masukan. Namun dengan adanya partisipasi masyarakat 
dalam pengambilan keputusan, pemerintah dapat mengambil keuntungan 
diantaranya, yakni :  
1. Pemerintah daerah akan mengetahui kebutuhan masyarakat dan cara 
memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut dengan baik 
2. Dapat mengembangkan rasa saling percaya Antara pemerintah daerah 
dengan masyarakat sehingga terbina hubungan yang harmonis Antara 
keduanya. implementasi berbagai proyek bersama Antara pemerintah 









 Sirajuddin, Didik Sukriono, dan Winardi,op,cit.h. 117 
 46 
BAB III 
PAKAIAN MENUTUP AURAT MENURUT PANDANGAN ISLAM 
A. Tinjauan Umum Akhlak Berpakaian menutup aurat dalam Islam 
1. Akhlak Berpakaian Islam 
Secara etimologi, akhlak berasal dari Bahasa Arab jama” dari bentuk 
mufardnya “khuluqun” yang menurut logat diartikan: budi pekerti, tingkah laku 
atau tabi‟at.  Dalam bahasa Inggris pengertian khuluq ini disamakan dengan kata 
ethics dan morality. 
 “ Ethics (moral philosophy), the philosophical study of morality. And 




Secara terminologi, sebagaimana dikutip oleh Nur Hidayat dalam buku 
“Akhlaq Tasauf” pertama, Ibnu Maskawih memberi difenisi akhlak yaitu keadaan 
gerak jiwa yang mendorong kearah melakukan perbuatan dengan tidak 
menghajatkan pemikiran. Kedua, Al-ghazali memandang bahwa akhlak adalah 
suatu sifat yang tertanam dalam jiwa dari padanya timbul perbuatan-perbuatan 
dengan mudah atau tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Dengan 
demikian dapat disimpulkan bahwa akhlak adalah sifat yang tertanam dalam diri 
manusia yang akan muncul secara spontan apabila dibutuhkan tanpa adanya 




Sedangkan berpakaian mempunyai kata dasar “pakai” yang mendapat 
awalan ber- dan berakhiran –an yang berarti mengenakan pakaian. Pakaian adalah 
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barang yang dipakai seperti baju  dan celana.kosa kata yang seringkali merujuk 
dan terkait dengan pakaian adalah baju, jilbab,penutup tubuh, al-libas (tutup dan 
menutupi).Menurut para ulama penjelasan mengenai terkait akhlak berpaian 
dalam islam yaitu: 
a. Abdullah Nasih Ulwan, menyatakan bahwa akhlak berpakai seorang Islam 
adalah ketika ia tampil dengan pakaian dan gaya busana dihadapan umum 




b. Wabah Az-zuhaili, menyatakan bahwa akhlak berpakaian seorang muslim 
dan muslimah ialah ketika ia memakai pakaian sehari-hari yang wajar dan 
tidak menampakkan kesombongan, membanggakan diri, dan takabur. 
Apabila seorang memakai pakaian karena kesombongan maka akan 
merusak akhlak dan kebiasaannya. Sebaliknya,apabila seorang mencupkan 
diri dengan pakaian sederhana, niscaya allah akan memberinya kewajiban. 
Yaitu seseorang mengawali memakai pakaian dengan menuangkan rasa 
syukurnya kepada Allah Swt dengan cara memuji Nya atas rezeki dan 
pakaian yang telah diberikanNya.
76
 
c. Abdul Aziz bin Fathi as-Sayyid Nada, menyatakan bahwa, akhlak 
berpakaian ialah ketika manusia meresapi nikmat pakaian yang telah 
diberikan Allah Swt kepadanya sehingga ia menutupi auratnya dan 
berpenampilan rapi dihadapan makhluk lain dengan melaksanakan tata 
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aturan yang berkaitan dengan pakaian dan perhiasan sesuai dengan 
tumtunan Al-Qur‟an dan As-Sunnah.
77
 
Dari pendapat para ulama terkait akhlak berpakaian, dengan demikian 
dapat disimpulkan bahwa akhlak berpakaian muslim dan muslimah yang menutup 
aurat dalam Islam adalah ketika seseorang mengenakan pakaian dengan rapi 
(menurut tuntunan Islam), menutup aurat dan tanpa berlebih-lebihan sesuai 
dengan apa yang telah digariskan Al-Qur‟an dan As-Sunnah. Karena Islam tidak 
menentukan model pakaian tertentu bagi umatnya. Agama menyerahkan 
sepenuhnya pada manusia untuk berkreasi dalam berpakaian asalkan mengikuti 
aturan Islam. Artinya, meskipun Islam tidak menjelaskan secara detil model 
pakaian Islami, tetapi Islam menjelaskan aturan umum dan etika berpakaian yang 
mesti dipahami dan diamalkan. 
Berpakaian itu termasuk perintah Allah Swt, sebagaimana firman Allah 
Swt dalam Qs. Al-A‟ra:31, Al-A‟raf: 26 An-Nahl: 81 dan Al-Anbiya: 80. 
Rasulullah Saw. Juga menganjurkan, dengan bersabda: 
 
 ..…لكىا وا رشبىا وامبس ىا وثصدقىا يف غريٕارساف وال خميلت
Artinya:“(Makan) dan minumlah kalian, berpakaian dan 
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Karena Rasulullah Saw telah menerangkan apa yang di perbolehkan, apa 
yang di anjurkan dan apa yang di anjurkan.
79
 Maka seorang muslim harus 
menjaga adab-adab berpakaian sebagaimana berikut ini: 
a. Laki-laki tidak di perbolehkan untuk memakai pakaian yang terbuat dari 
sutra. 
b. Tidak di perkenankan untuk memakai pakaian yang terlalu panjang. 
c. Hendaknya mengutamakan pakaian yang berwarna putih daripada warna lain. 
Hendaknya seorang muslimah memanjangkan pakaiannya hingga menutupi 
kedua telapak kakinya. 
d. Hendaknya mengutamakan pakaian yang berwarna putih daripada warna lain. 
e. Tidak boleh berselimut dengan carashamma, yaitu membalut sekujur tubuh 
dengan kain. 
f. Seorang muslim hendaknya tidak mengenakan pakaian seorang 
muslimah. 
g. Jika mengenakan sandal, di mulai dari yang kanan. Jika melepasnya di mulai 
dari yang kiri. 
h. Memakai pakaian dari anggota tubuh yang paling kanan. 
Allah Swt berfirman dalam Qs. Al-Ahzab ayat 59: 
ُّؼْ َرفَْن  َّۗ ٰذِِلَ َاْدٰٰنٓ َاْن ي نَّ نَّ ِمْن َجََلِبيِِْبِ ٌِْْيَ يُْدِهْْيَ ػَلَْْيِ ِوَسۤاِء امُْمْؤِم َ ْزَواِجَك َوبًَِٰتَك  َ َا اميَِِّبُّ قُْل اّلِ َُّيُّ ٰٰيٓ
ِحْيً  ُ غَُفْوًرا رَّ  فَََل يُْؤَذْيَنَّۗ َوََكَن اّلّلٰ
Artinya: “(Hai) Nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-
anakperempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka 
mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". Yang demikian itu supaya 
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mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. Dan Allah 




Dan batas aurat muslimah ada sesuai kondisi tubuh, Adam dan Hawa saat 
di turunkan dari syurga sebagaimana disebutkan dalam surah Thaha:121  
 
َرِق امَْجيَِّةِۚ َوَغٰٰصٓ  َما ِمْن وَّ ِصٰفِن ػَلَْْيِ َٗ فََغٰوىفَالَََكَ ِمْْنَا فََبَدْت مََُِما َسْوٰءُُتَُما َوَطِفَقا ََيْ َّ ٰاَدُم َرب  
Artinya:  “(Maka) keduanya memakan dari buah pohon itu, lalu 
nampaklah bagi keduanya aurat-auratnya dan mulailah keduanya menutupinya 
dengan daun-daun (yang ada di) surga, dan durhakalah Adam kepada Tuhan dan 
sesatlah ia.” 
 
Sedangkan pendapat ulama kontemporer, batas aurat perempuan adalah 
kondisional dan batasannya di tentukan dengan latar belakang budaya masyrakat 
setempat. Alasannya, latar belakang di turunkannya surah Al-Ahzab ayat 56 
ketika ada seorang perempuan di ganggu karena memakai busana yang tidak 
menutup aurat, maka turunlah ayat itu agar mereka terhindar dari  gangguan. Jadi, 
menurut ulama kontemporer, batas aurat di tentukan oleh budaya setempat selama 
perempuan tidak di ganggu karena pakaiannya. Sebagai perempuan yang 
sholehah,, sebaiknya memakai busana yang lebih panjang dan lebar, suapaya 
terhindar dari binatang-binatang kecil pengganggu, seperti nyamuk dan lalat yang 
kadang membawa berbagai macam kuman penyakit. Selain itu dengan memakai 
busana 
panjang dan lebar, gerakan akan lebih bebas, hati menjadi tenang, tidak khawatir 
ada organ tubuh yang Nampak dari luar.
81
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Dalam Islam fungsi utama pakaian adalah menutup aurat sebagaimana 
tercantum dalam surah al-A‟raf [7]: 26 
ٓ ٰاَدَم قَْد َاْىَزمْيَا ػَلَْيُُكْ ِمَباًسا َّۗ ٰذِِلَ ِمْن ٰايِٰت  يٰبَِنْ َُّواِرْي َسْوٰءِتُُكْ َوِريًْشاَّۗ َوِمَباُس امتَّْقٰوى ٰذِِلَ َخرْيٌ ي
لَُّرْونَ  ُْم يَذَّ َِّ ِ مََؼل  اّلّلٰ
 
Artinya:   “Hai anak Adam, Sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu 
pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. 
 
Dalam pandangan KH Ali Mustafa Yaqub, walaupun Islam tidak 
merekomendasikan satu model pakaian tertentu, tetapi Islam memiliki aturan 
umum berpakaian. Aturan umum ini diistilahkan oleh almarhum dengan 4T, yaitu 
tidak terbuka (tutup aurat), tidak transparan, tidak ketat, dan tidak menyerupai 
lawan jenis. 
a. Tutup Aurat 
Menutup aurat merupakan prinsip pertama yang menjadi dasar agar 
pakaian tersebut dapat dikatakan sesuai dengan hukum Islam. Sebagaimana 
telah mafhum bahwa aurat laki-laki adalah antara pusar sampai lutut dan aurat 
perempuan adalah seluruh badan kecuali dua telapak tangan dan wajah. 
Syariat untuk menutup aurat telah ada sejak zaman nabi Adam dan Hawa 
ketika mereka berdua mendakati pohon yang dilarang oleh Allah swt untuk 
mendekatinya. Hal ini terdapat dalam surah al-A‟raf [7], 22: 
َجَرَة بََدْت مََُِما َسْوٰاُُتَُما َوَطِفَقا ا َذاقَا امشَّ هىَُما ِبُغُروٍرِۚ فَلَمَّ
ّٰ َرِق امَْجيَِّةَّۗ  فََدم َما ِمْن وَّ ِصٰفِن ػَلَْْيِ ََيْ
ِبْْي  ْيٰطَن مَُُكَا ػَُدوٌّ مُّ َُُّكَآ ِانَّ امش َّ َجَرِة َوَاقُْل م َُمآ َامَْم َاْْنَُُكَا َغْن ثِْلُُكَا امشَّ  َوََنٰدهُىَما َرُّبُّ
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Artinya:  Maka syaitan membujuk keduanya (untuk memakan buah itu) dengan 
tipu daya. tatkala keduanya telah merasai buah kayu itu, nampaklah bagi 
keduanya aurat-auratnya, dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-
daun surga. kemudian Tuhan mereka menyeru mereka: "Bukankah aku telah 
melarang kamu berdua dari pohon kayu itu dan aku katakan kepadamu: 





b. Tidak Transparan 
Pakaian yang tembus pandang, yang memperlihatkan bentuk tubuh yang 
harusnya ditutup secara samar-samar bukan merupakan pakaian yang Islami. 
Sebab, secara tidak langsung pakaian yang transparan berarti tidak menutup aurat. 
Memilih warna dan bahan pakaian menentukan pakaian tersebut transparan atau 
tidak khususnya dalam keadaan keringatan atau kehujanan. Sehingga ketika 
membeli pakaian sangat dianjurkan untuk memilih bahan yang baik agar tidak 
transparan. 
Dalam sebuah Hadis yang diriwayatkan oleh imam Muslim dalam 
kitabnya Shohih Muslim/2128 sebagai berikut: 
 : َ َِ َوَسَّلَّ َرْيَرَة، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصَّلَّ هللُا ػَلَْي ُ ِل اميَّاِر مَْم َأَرُُهَا، قَْوٌم »َغْن َأِِب  ُْ ِصْيَفاِن ِمْن َأ
َياٌط ََكَْذََنِب امَْبَقِر يَْْضِبُوَن ُِّبَا اميَّاَس،  َياٌت ػَاِرَٰيٌت ُمِميََلٌت َمائََِلٌت، َمَؼُِْم س ِ ِوَساٌء ََكس ِ َ
نَّ ِرحَيَِا مَُيوجَ 
ّ
ْدَن رحَِيَِا، َوا ، اَل يَْدُخلَْن امَْجيََّة، َواَل ََيِ يَِمِة امُْبْخِت امَْمائََِلِ ُد ِمْن ُرُءوُسُِنَّ ََكَس ْ
 «َمِسرَيِة َلَذا َوَلَذا
 
Artinya:  Diriwayatkan oleh Abu Hurairah: ”Dua (jenis manusia) dari 
ahli neraka yang aku belum melihatnya sekarang yaitu; kaum yang membawa 
cemeti-cemeti seperti ekor sapi, mereka memukul manusia dengannya, dan 
wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang, berjalan berlenggak lenggok, 
kepala mereka seperti punuk unta yang condong. Mereka tidak akan masuk surga 





bahkan tidak akan mendapat wanginya, dan sungguh wangi surga itu telah 




c. Tidak Ketat 
Pakaian yang digunakan oleh umat Islam mesti longgar dan tidak ketat. 
Pakaian yang baik ialah pakaian yang tidak memperlihatkan lekukan tubuh supaya 
orang yang melihat kita tidak terpancing untuk melakukan perbuatan negatif. 
d. Tidak Menyerupai Lawan Jenis 
Dalam sebuah Hadis yang terdapat dalam Shohih Bukhari/159, sebagai 
berikut: 
َْي مِ  ِ ِّبِ َ املُتَش َ َِ َوَسَّلَّ ِ َصَّلَّ هللُا ػَلَْي ُ َغْْنَُما قَاَل: مََؼَن َرُسوُل اّللَّ َن امّرَِجاِل َغِن اْبِن َغبَّاٍس َرِِضَ اّللَّ
َِّساِء ِِبمّرِجَ  َاِت ِمَن امً ِّبِ َِّساِء، َواملُتَش َ  الِ ِِبمً
  
Artinya: Diriwayatkan Ibn „Abbas Ra., berkata: “Rasulullah saw melaknat 
laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki. 
 
Hadist di atas tidak secara eksplisit menjelaskan bahwa laki-laki tidak 
boleh menyerupai pakaian perempuan atau sebaliknya. Secara umum hadis di atas 
menjelaskan bahwa Nabi saw melarang umatnya untuk menyerupai lawan 
jenisnya, termasuk dalam dalam hal berpakaian. 
Di samping itu etika berpakaian yang perlu diperhatikan adalah 
kesederhanaan. Karena kesederhanaan dalam segala hal termasuk dalam 
berpakaian adalah bagian dari iman. Dalam sebuah Hadis Rasulullah saw., 
sebagaimana terdapat dalam Sunan Ibn Majah/1379 sebagai berikut: 
 : َ َِ َوَسَّلَّ ِ َصَّلَّ هللُا ػَلَْي ميَانِ امَْبَذاَذُة ِمَن »قَاَل َرُسوُل اّللَّ
ّ
 ااْل




Artinya: Rasulullah saw., bersabda kesederhanaan adalah bagian dari iman. 
Keempat kriteria ini perlu diperhatikan ketika memilih, membeli, dan 
menggunakan pakaian. Perempuan yang menggunakan “hijab” tidak akan ada 
gunanya kalau pakaian yang mereka gunakan transparan dan ketat. Begitu pula 
laki-laki, tidak ada gunanya memakai jubah, kalau tembus pandang dan auratnya 
terlihat oleh orang lain. 
B. Tata cara Berpakaian Muslim dan Muslimah menutup aurat 
Busana muslim dan muslimah merupakan pakaian yang dikenakan laki-
laki dan perempuan selama tidak keluar dari ajaran Islam. Setiap laki-laki dan 
perempuan muslim diharuskan untuk mengenakan busana muslim dan muslimah 
agar terhidar dari berbagai macam gangguan yang datang kepadanya.  
Sebagaimana firman Allah dalam Surat Al-Ahzab [33] Ayat 59
84
 
ُّْؼَرفَْن  َّۗ  ٰذِِلَ َاْدٰٰنٓ َاْن ي نَّ نَّ ِمْن َجََلِبيِِْبِ ٌِْْيَ يُْدِهْْيَ ػَلَْْيِ ِوَسۤاِء امُْمْؤِم َ ْزَواِجَك َوبًَِٰتَك  َ َا اميَِِّبُّ قُْل اّلِ َُّيُّ ٰٰيٓ
ًما ْْ ِح ُ غَُفْوًرا رَّ  فَََل يُْؤَذْيَنَّۗ َوَكَ َن اّلّلٰ
Artinya:  "Hai Nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak 
perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan 
jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". yang demikian itu supaya mereka lebih 
mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. dan Allah adalah Maha 
Pengampun lagi Maha Penyayang." 
 
Pokok pangkal dari berbusana menutup aurat seorang muslim, sebaliknya 
laki-laki atau perempuan memakai busana muslim dalam pergaulannya dengan 
masyarakat, melainkan apakah laki-laki bebas mencari kelezatan dan kepuasan 
memandang wanita. Laki-laki hanya dibolehkan memandang wanita dalam batas-
batas keluarga dan pernikahan saja. Hal ini dimaksudkan demi tercipatanya 
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keluarga yang sehat, harmonis dan saling mempercayai sebagai sendi terwujudnya 
masyarakat yang sehat, damai, berwibawa dan menjunjung tinggi harkat wanita.
85
 
Pakaian wanita muslimah menanamkan tradisi yang universal dan funda-
mental untuk mencegah kemerosotan moral dengan menutup pergaulan bebas. Hal 
ini sebagaimana yang dikatakan Fuad M. Facruddin yang mengatakan bahwa 
busana yang dikenakan seorang muslimah bukan hanya menutup badan saja, 
melainkan harus menghilangkan rasa birahi yang menimbulkan syahwat.
86
  
Standar berpakaian itu ialah pemenuhan ketentuan-ketentuan agama. Berbusana 
muslim dan muslimah merupakan pengamalan akhlak terhadap diri sendiri, menghargai 
dan menghormati harkat dan martabat dirinya sendiri sebagai makhluk yang mulia. 
Berikut adalah kaidah umum tentang cara berpakaian yang sesuai prespektif ajaran Islam: 
1. Pakaian harus menutup aurat umat Islam dilarang keras bertelanjang dan 
membuka aurat,sebagaimana aurat laki-laki sebatas pusar hingga lutut, 
sedangkan aurat perempuan adalah seluruh tubuhnya kecuali yang 
dikecualikan dalil. Seperti muka dan telapak tangan walau masih ada 
perdebatan antara kalangan ulama.
87
 
2. longgar tidak membentuk lekuk tubuh dan tebal tidak memperlihatkan apa 
yang ada dibaliknya.Maksudnya adalah tidak diperbolehkannya seseorang 
mengenakan pakaian tipis yang mempelihatkan kulit dan tubuhnya. Secara 
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zahir mereka berpakaian namun pada hakikatnya mereka telanjang.
88
 
3. Pakaian laki-laki tidak boleh menyerupai pakaian perempuan atau 
sebaliknya. 
4.  Pakaian tidak merupakan pakaian syuhroh (untuk ketenaran). 
  Islam sangat melarang seseorang mengenakan pakaian dengan kesombongan    
dan untuk ketenaran. 
5. Tidak menyerupai pakaian khas orang-orang non-Muslim. 
Pakaian itu tiada bertashabbuh dengan pakaian laki-laki atau perempuan-
perempuan kafir dan musyrik. Rasulullah SAW bersabda, “Siapa yang 
menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk mereka.”
89
 
C. Batasan-batasan aurat dan Fungsi Berpakaian menutup aurat 
  
1. Batasan-batasan aurat 
 Agama Islam selaras dengan fitrah manusia. Selama fitrah itu tidak 
dinodai dan fitrah itu masih suci dari maksiat, maka menjaga aurat merupakan 
pembawaan manusia sejak lahir, sebagaimana nabi Adam dan istrinya ketika 
Nampak auratnya yang kemudian menutupinya dengan daun-daun surga. Namun, 
ketika fitrah ini mulai hilang dari bani Adam dan sifat malu mereka mulai terkikis 
maka harus ada yang mengontrol dan mengingatkan akan menjaga aurat. Begitu 
pentingngnya menjaga aurat dalam agama Islam sehingga seseorang di 
perbolehkan melempar dengan kerikil orang yang berusaha melihat atau 
mengintip aurat keluarganya di rumahnya, sebagaimana sabda Rasûlullâh 
Shallallahu „alaihi wa sallam: 
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َُ َما ََكَن ػَلَْيَك ِمْن ُجٌَاحٍ  َُ ِِبََصاٍة فََفَقأَِت َغْييَ لََع يِف بَيِْتَك َأَحٌد َومَْم ثَأَِذْن ََلُ َخَذفْتَ  ..………مَْو اطَّ
          Artinya:“Jika ada orang yang berusaha melihat (aurat keluargamu) di 
rumahmu dan kamu tidak mengizinkannya lantas kamu melemparnya dengan 
kerikil sehingga membutakan matanya maka tidak ada dosa bagimu.” [HR. Al-
Bukhâri, no. 688, dan Muslim, no. 2158]. 
Jumhur Ulama sepakat berpendapat ada 5 batasan-batasan aurat : 
a. Aurat sesama Lelaki 
Terjadi perdebatan mengenai perbedaan batasan aurat Antara sesama 
lelaki, baik dengan kerabat atau orang lain. Pendapat yang paling kuat dalam hal 
ini adalah pendapat Jumhur Ulama yang mengatakan bahwa aurat sesama lelaki 
adalah antar pusar sampai lutut, artinya pusar dan lutut sendiri bukanlah aurat 
sedangkan paha dan lainnya adalah aurat, dalil dan hadis mengenai ini semuanya 
memikiki kelemahan pada sisi sanadnya, namun dengan berkumpulnya semua 
jalur sanad tersebut menjadikan hadist tersebut bisa menjadi hujjah.
90
 
b. Aurat Laki-laki dengan Wanita 
Jumhur Ulama sepakat bahwasanya batsan aurat laki-laki dan wanita 
mahramnya ataupu yang bukan mahramnya sama dengan batasan aurat sesama 
laki-laki. Tetapi berselisih pendapat tentang masalah hukum wanita yang 
memandang laki-laki.  
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 Pendapat pertama, Ulama Safiiyah berpendapat bahwasanya tidak boleh 
seorang wanita melihat aurat laki-laki dan bagian lainnya tanpa sebab. Dalil 
firman Allah SWT yang Artinya: 
نَّ  ُِ  وقُْل نِلُْمْؤِمٌَاِت يَْغُضْضَن ِمْن أَبَْصاِر
Artinya:Dan katakanlah kepada wanita beriman, hendaklah mereka 
menahan pandangan nya. [an-Nur/ 24;31] 
 Dan hadist Ummu Salamah radiyallahu anhuma berkata: 
ُْْموهَُة فَأَْقَبَل اْبُن ُأّمِ َمْكُتوٍم َوَذِِلَ  بَْؼَد َأْن  ٍُ َم َ َوِغْيَد َِ َوَسَّلَّ ِ َصَّلَّ هللُا ػَلَْي ُلْيُت ِغْيَد َرُسوِل اّللَّ
ِ َأمَيَْس أَ مْْعَ   َُ  فَُقلْيَا َٰي َرُسوَل اّللَّ َ : اْحتَِجَبا ِمٌْ َِ َوَسَّلَّ ُأِمْرََن ِِبمِْحَجاِب فَقَاَل اميَِِّبُّ َصَّلَّ هللُا ػَلَْي
 َِ اِه ُتَما ثُْبِِصَ َ  َأفََؼْمَياَواِن َأهُْتَما َأمَس ْ َِ َوَسَّلَّ ََن َواَل يَْؼرِفٌَُا فَقَاَل اميَِِّبُّ َصَّلَّ هللُا ػَلَْي  اَل يُْبِِصُ
Artinya: “ Aku berada disisi Rasulullah SAW ketika maimunah sedang 
bersamanya. Lalu masuk Ibnu Ummi Maktum Radiyallahu anhu yaiti ketika 
perintah hijab telah diturunkan, maka Rasulullah SAW pun bersabda, Berhijablah 
kalian berdua darinya. “Kami bertanya; Wahai Rasulullah, bukankah ia buta 
sehingga ia tidak bisa melihat dan mengetahui kami?” Rasulullah saw balik 
bertanya, “Apakah kalian berdua buta? Bukankah kalian berdua dapat-
melihatnya?  [ HR. Abu Daud, Tirmidzi, Nasa‟I dalam Sunnah Al-Kubra, 
no.9197, 9198] namun dilemahkan oleh Syaikh al-Albani.
91
 
 Dan mereka menggunakan qiyas dalam berdalil: “ yaitu sebagaimana 
yang diharamkan bagi para laki-laki melihat wanita seperti itu pula diharamkan 
melihat laki-laki” 
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 Pendapat kedua yaitu pendapat ulama dikalangan mazhab Hambali, boleh 
bagi wanita melihat peria lain selain auratnya. Mereka berdalil dengan hadist yang 
diriwayatkan oleh aisyah radiallahu anhuma, dia berkata: 
ََل امَْحبََشِة يَلَْؼُبوَن ِِف امَْمْسِجِد ، 
ّ
َِ ، َوَأََن َأهُْظُر ا ِٰن ِبِرَدائِ َ يَْسُُتُ َِ َوَسَّلَّ َرَأيُْت اميَِِّبَّ َصَّلَّ هللُا ػَلَْي
ْوِ  َِّ ّنِ امَْحرِيَصِة ػَََّل انل ى َأْسأَُم ، فَاْقُدُروا قَْدَر امَْجاِريَِة امَْحِديثَِة امّسِ ِ  َحَّتَّ َأُلوَن َأََن اَّلَّ
       Artinya: “Aku melihat Nabi SAW menutupiku dengan pakaiannya, 
sementara aku melihat ke orang-orang Habasyah yang sedang bermain di dalam 
Masjid sampai aku sendiri yang merasa puas. Karenanya, sebisa munkin kalian 




c.  Aurat laki-laki dengan Istri 
 Suami adalah mahram wanita yang telah terjadi akibat pernikahan, dan 
tidak ada perbedaan pendapat ulama tentang hal ini, bahwasanya seorang suami 
atau istri boleh melihat seluruh anggita tubuh pasangannya. Hadist Aisyah 
radiyallahu anhuma berkata: 
ََنٍء َواِحٍد ِمْن َجٌَابَةٍ 
ّ
َ ِمْن ا َِ َوَسَّلَّ  قَامَْت: ُلْيُت َأْغتَِسُل َأََن َواميَِِّبُّ َصَّلَّ هللُا ػَلَْي
             Artinya:“Aku mandi bersama dengan Rasulullah SAW dalam satu bejana 
dalam keadaan junub” [HR. Al-Bukhari no 263 dan Muslim no. 43] 
 
d.  Aurat wanita didepan Laki-laki yang bukan mahramnya.     
Diantara sebab mulia nya seorang wanita adalah dengan menjaga     
auratnya dari pandangan laki-laki yang bukan mahramnya, oleh karena itu Islam 
memberikan rambu-rambu batasan aurat wanita yang harus ditutupi dan tidak 




boleh ditampakkan. Ulama sepakat bahwa seluruh anggota tubuh wanita adalah 
aurat yang harus ditutup, kecuali telapak tangan dan wajah. 
e.  Aurat wanita di depan mahramnya 
  Mahram adalah seseorang yang haram dinikahi karena adanya hubungan 
nasab, kekerabatan dan persusuan. Pendapat yang paling kuat tentang aurat wanita 
di depan mahramnya yaitu seorang mahram diperbolehkan melihat aurat wanita 
ketika dirumahnya seperti kepala, muka, leher, lengan, kaki, betis atau dengan 
kata lain melihat anggota tubuh yang terkena air wudu‟(sumber hokum surah An-
Nur ayat 31). Dan hadist Ibnu Umar Radiyallahu anhu, beliau bekata: 
ْيًؼا   َ ََجِ َِ َوَسَّلَّ ُئْوَن يِفْ َزَماِن َرُسْوِل هللِا صَ َّلَّ هللُا ػَلَْي َِّساُء يََتَوضَّ    ََكَن امّرَِجاُل وامً
Artinya:“Dahulu kaum laki-laki dan perempuan pada zaman Nabi SAW 
melakukan wudu’ secara bersamaan [HR. Al-Bukhari, no.193] 
93
 
2.  Fungsi berpakaian menutup aurat 
 
 Fungsi utama pakaian adalah untuk menutup aurat, yaitu bagian tubuh 
yang tidak boleh dilihat oleh orang lain kecuali yang dihalalkan dalam agama. 
Dan dianjurkan berpakaian dengan tidak berlebihan. 
 Semakin dinamisnya budaya dan peradaban manusian, maka terciptalah 
busana yang beraneka ragam motif dan mode. Busana dikenakan manusia tidak 
begitu saja tercipta dan terpakai tanpa adanya pemikiran tentang fungsi dan tujuan 
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a. Memenuhi syarat peradaban sehingga tidak menyinggung rasa kesusilaan. 
b. Memenuhi syarat kesehatan, yaitu melindungi badan dari gangguan luar.  
Seperti panas, hujan, angin dan lain-lain. 
c. Memenuhi syarat keindahan. 
d. Menutipi segala kekurangan yang ada pada tubuh kita. 




a. Menjauhkan wanita dari pergaulan laki-laki yang buruk. 
b. Mencegah timbulnya fitnah dari laki-laki. 
c. Memelihara kesucian agama wanita yang bersangkutan. 
 Menurut Istadiyanto, fungsi busana muslimah menutup aurat pertama 
membentuk pola sikap atau akhlak yang lihur dalam diri remaja sebagai pencegah 
terhadap dorongan melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran syariat. 




 Dalam Al-Qur‟an, Allah SWT menyebut beberapa fungsi busana yaitu :
97
 
a. Sebagai pelindung dari kejahatan yang memancing hawa nafsu (bagi 
permpuan), dan menunjukan etika (bagi laki-laki). 
b. Sebagai perhiasan, yaitu penambah rasa estetika  berbusana 
c. Sebagai pelindung diri dari gangguan luar, seperti panas terik matahari, udara 
dingin dan sebagainya. 
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 M. Thalik, Analisa dalam Bimbingan Islam, (Surabaya: al-ikhlas, 1987) h. 23 
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  lstadiyanto, Hikmah Jilbab dan Pembinaan Akhlak, (Solo: Ramadhani, 1998), h. 23 
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 Menurut M. Quraish Shihab, selain tiga hal diatas busana juga mempunyai 
fungsi sebagai petunjuk identitas dan pembela Antara seseorang dengan orang 
lain.
98
 Sebagaian ulama bahkan menyatakan fungsi busana yang lainnya adalah 
fungsi takwa dalam arti busana dapat menghindarkan seseorang terjerumus dalam 
bencana dan kesulitan, baik bencana duniawi maupun ukhwawi.
99
 Dari beberapa 
fungsi busana yang dikemukakan diatas, dapat disimpulkan bahwa fungsi busana 
untuk melindungi diri dari prasangka buruk orang lain, menutup aurat, 
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KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan permasalahan “ PENERAPAN PERATURAN ADAT NAGARI 
SITUJUH BATUA TENTANG PAKAIAN MENUTUP AURAT DI NAGARI ADAT 
SITUJUH BATUR (PERNAG NO1 TAHUN 2009) DALAM PERSPEKTIF FIQH 
SIYASAH” yang mana pada bab sebelumnya telah dibahas maka sebagai jawaban 
dari permasalahannya dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1. Munculnya Peraturan Nagari Situjuh Batur tentang kewajiban berpakaian 
menutup aurat dipicu dari makin maraknya pemahaman masyarakat di 
Minangkabau terkhusus Kabupaten Lima Puluh Kota yang tidak mengerti 
pentingnya berpakaian yang sesuai dengan tuntunan Islam, yang menjadikan 
acuan bagi pemerintah daerah maupun pemerintah nagari untuk mengatur 
undang-undang yang mengatur berbusana atau berpakaian yang sesuai 
tuntunan ajaran Islam, agar kembalinya mengamalkan filosofi adat di 
Minangkabau “adat basandi syara‟- syara‟ basandi kitabullah” di bumi Minang 
terkhusus untuk nagari Situjuh Batur yang dituangkan dalam Pernag No.1 
tahun 2009 “kewajiban setiap elemen masyarakat Situjuh Batur keluar 
menggunakan pakaian menutup aurat”.   
2. Penerapan Pernag No. 1 Tahun 2009 tentang pemerintahan Desa terhadap 
menganjurkan berpakaian menutup aurat di Nagari adat Situjuh batur pada hal-
hal tertentu seperti berdasarkan wawancara yang didapati, yaitu melihat  masih 
banyaknya tata cara berpakaian masyarakat Situjuh Batur baik dikalangan 
muda-mudi dan dewasa masih kurangnya pemahaman tentang adat-adat 
berpakaian dalam islam dalam kehidupan sehari-harinya. Dan masih kurangnya 
pemahaman elemen masyarakat mengenai konsep pakaian menutup aurat yang 




kurangnya himbauan atau ketegasan pemerintahan Situjuh batur mengenai 
penerapan peraturan tersebut. 
3. Tinjauan Fiqh Syasah tentang pentingnya peraturan berpakaian ini, dilihat dari 
sisi kemashlahan dan kemudharatannya. Penerapan peraturan berpakaian 
menutup aurat ini masih kurang berjalan nya diatas prinsip-prinsip  
kemashlahatan umat seperti yang tertuang pada konsep Fiqh Siyasah Islam. 
Selain itu tugas yang terpenting dari kepala pemerintahan beserta aparatnya 
bukan sekedar memajukan pembangunan ,ekonomi dan lain-lain namun juga 
harus melihat lebih sisi social masyarakat , karena ini merupakan factor penting 
demi meningkatkan taraf hidup masyarakat. 
B. Saran-Saran 
Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan tentang analisis 
pelaksanaan PERNAG No. 1 Tahun 2009 tentang Penerapan pakaian menutup 
autrat di Nagari Adat Situjuh batur maka penulis memberikan saran-saran sebagai 
berikut: 
1. Pemerintahan desa hendaknya harus lebih tanggap dengan kondisi masyarakat 
dan mengatasi semua permasalahan yang mengakibatkan banyaknya rusak 
moral dan juga cara bergaul bebas yang mana pakaian merupakan salah satu 
factor mendasar dari tejadinya hal tersebut.  
2. Pemerintahan desa hendaknya berupaya untuk lebih tegas dalam menerapkan 
peraturan mengenai berpakaian menutup aurat tersebut dan melampirkan 
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